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ANSTRAK

sknpsi ind bequdul U Prodes Masvarakar Mungo  Terhadap Kepemidifon
Fanah Balai Pembibiian Ternak Unggeld Sapd Potong Padane Maneawch Recanias
Pk Kabupeden Long Palult Kosg 1997-20067, Penclinan i mengkan protes
masyarakat terhadap status kepemibikan tanah Bala Pemlubitan Temak Unggul Sapi
Potong (BPTU-5P) yvang diklaim pemerintab sebaga tansh nesars Tanah vang
digunakan BPTU-5P schagal petermakan merupakan tanab ulayas Napan Muneo vane
isewa pemenntah Hindia Belanda selama 73 tahun, setelah masa sewa berakhic
tangh  tersebut tidak  dikembalikan kepada masyarakai, namun  dikelola oleh
pemersntal di bawah Departemen Pertanian, Fokus peneliban diambil tghun 1997-
2006, karena pada perode mr masvarakat Mungo memprotes dengan memasuki arsal
peternakan untuk  mengearap sehingga kebutulian  temak  akan lahan menjads
berkurang, akibatnya terach pengrusuran paksa masvarakat dan lahan yane disarap

Penehttan im menggunakan metode sejaral yvaog terdini atas empat tahap
yaiu pengumpulan data, kouk, anterpretasi dan penubisan. Pengumpulan  data
dilakukan melalui studs kepustakean dan wawancara, Swdi kepustakaan dengan
mencari data-data primer sepertt arsip-arsip vang berhubungan dengan kmonologis
masalah BPTU-S5P Sedangkan wawancara difokuskan kepads pihak-pihak vang
terkait  dalam  permasalahan  tersebut  Dasa-daiz  sekunder berupa  buku-huky
penunjang lamnya vang berkaitan dengan protes masyarakat

Penehiian i menunjukkan bahwa konfhk vang berkepanjangan telah
menimbulkan kerugian di antara kedua belsh pihak baik dan sesi moril maupun
neaten Secars maten masyarakat telah kelnlangan hasil tanaman vang telsh digarap
selami ini akibat dan pengeosuran yang dilakukan Satan polis Pamong Pragaizapal
PP). Dan segr morid, masyarakat mengalams shock, beberapa warga ads vang
menmygalkan kampung halaman. Kerugian vang diterima BPTU-SP yaitu tidak
maksimalnya pekeraan vang bisa dilakukan akibat konflik

Sampan akhir Penehtian inn dilakukan konflik ridak mendapatkan tink temo
Hal 1m disebabkan kedua pihak memiliks kempman vang berbeda Pithak BPTU-SP
Ingin agar masyarskat penggarap keluar dari areal petemakan sementara masvarakat
pengzacap ingin awar BETU-5P mengizinkan merska menggarap di lahan peremakan
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BARB I

PENDAHULUAN

l. Latar Belakang Masalah

Kontlik tanah di Sumatera Barat umumnya merupakan warisan konflik dari
waman kolonial Belanda. Ketika Belanda memasuki Sumatera Barat, dengan sepera
mercks merampas tanah-tanah milik penduduk dan menyewakannva pada pemodal.
Fenamena serupa juga terjadi pulau lawa, namun, reaksi penduduk terhadap aksi
pemerintah Belanda dari kedua tempat ito herbeda satu sama lain, D1 Jawa, tanah
merupakan milik para raja atau bangsawan, Ketika tansh atau bangsawan it dikuasgi
pemerintah Belanda. rakyvat banyak tak bisa berbuat apa-apa, karena memang tanah
itu bukan milik mereka. [0 Minangkabau, berlaku schaliknya, Tanah merupakan
milik kaum {ulayat). tanah vang sudah diolah atau belum sepenti hutan, ataupun tanah
untuk fasifitas umum seperti jalan. telah ada pemiliknya. Akibamya perampasan
tanah sckecil apapun, diangeap merupakan ancaman terhadap sebuah suku dan wargs
suku sccara bersama-sama akan melakukan perlawanan terhadap si perampas tanah,
sistem kepemilikan tanah seperti inilah vang menvulitkan Belanda untuk menguasai
tanah Minanghkabau.

setelah Belanda hengkang dari Indonesiz, pemerintah Indonesia kemudian
membuat undang-undang mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sehagai
penppeant] dari undang-undang vang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda ahun

|87, dikenal dengan UUPA No 571960, Undang-undang ini disusun berdasarkan
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pasal 33 ayat (3) ULID 1945 bahwa “Bumi, air dan kekavaan alam vang terkandung
di dalamnya dikvasai oleh negara dan diperuntukkan untuk schesar-besarmva demi
kemakmuoran rakyat™. Dalam UUPA terdapat aturan tentang bekas hak barat yvang
menyatakan, bahwa hak hasil konversi hak barat' vaitu Hak Guna Usaha (HGLU),
Hak Guna Bangunan {HGB) dan Hak Pakai (HP) hanyva berlaku selama 24 tahun
sejak dikeluarkannyva UL im 24 September 1960 hingea 24 September 1980, setelah
itu status kepemilikan tanah berubah dengan melakukan nasionalisasi terhadap tanah
yang dikelola Belanda. Hal ini juga dipertegas dengan Keppres No 32/1979 tentang
pokok-pokok  kebijaksanasn dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal
konversi hak baral.”

Lahirnva UUPA No 571960 membawa pengaruh terhadap kepemilikan tanah
rakyat. ULIPA pada akhirnva membawa dampak negatif bagi masvarakat, karena
membuat masyarakat kehilangan tanah milik mercka. Bagi masvarakat, bila tanah-
tanah mereka telah habis masa sewanya, semeslinva dikembalikan  lagi kepada
mercka sebagal pemilik tanah iu. Kenvataannya, berdasarkan UUPA. tanah-tanah
masyarakat yang dipakal pemerintah Hindia Belanda menjali milik negara. Situasi
demikian memicu konflik antara masyarakal dengan pemerintah. Salah satu contoh

kasus terjadi pada Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong (BPTU-SP) Padang

' Hak Barat vaiti hak bekas peinilik penguasa barat (Eropal, seperti Hak Eimesndom, Erfisich
dan Chesrad,

' Kurnin Warman, Gomggon oo sieniadd Hok Milit- Ponvimpanpan Kosversi Hok
lanah of Sumbar, (Padang, Andalas University Press, 2006), hal, 105

-2



Mangateh kecamatan Luak Kabupoten 30 Kota. masyvarakst melakukan protes
terhadap kebijakan pemerintah mengenai status kepemilikan tanah BFIT-SP,

Tapah yang dikelola BPTU-5F merupakan tansh ulavat tjuh nagari vaity
Magari Sungai Kamuyang, Andaleh, Labuah Gunung, Rame Payung, Mungo, Balaj
Panjang dan Bukit Sikumpar. Tanah tersebul tahun 1918 dizewa Pemerintah Delanda
dan masyarakat pada ketujuh pagari untuk masa sclama 735 tahun sehingoa harus
herakhir pada tahun 1980,

Setelah keluarnya UIUPA yang menyvatakan tanab bekas hak barat menjadi
milik pemerintah, maka tanah Padang Mangateh tersebut kemudian diambil alih aleh
negara dan tidak pernab dikembalikan kepads masyarakat. Pemicu protes masvarakat
adalah keluamya sertifikan tanah areal BETU-SP pada tahun 1997 dengan status Hak
Pakai Departemen Pertanian oleh pemerintah. Masvarakal berdemonstrasi di areal
pelernakan dan mengambil sebagian lehan untuk mendirikan  pondok-pondok,
menanarm beberapa tanaman serta memelihara temak,

Puncak konflik terjadi pada whun 2000, masyvarakst penpgarap melakukan
lindakan pengrusakan terhadap kantor-kantor dan rumah dinas karvawan” Aksi
masyarakat i dipicu karena masuknya sapi-sapi BFT/AHMT ke lahan garapan
masyarakal yang bernkibat rusaknya tanaman vang siap dipanen dan kesepakatan

Pemerintah Daerah 50 Kot dengan 6 Ketua KAN agar masvarakat segera

" Deparntemen Penanian Direktorul Jenderal Bina Produksi Pelernakan BPTU-SP Padang
Mengatas, Kromalogs Masoloh Tonah Negara Areal 8PTULSP Poadang Mengaay,
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mengosongkan lahan tersebut,” Akibat peristiwa ini beberapa masyarakat penpgarap
ditangkap dan sebagian melarikan diri (khususnya laki-lakiy karena takul,

Aksi masvarakat it menarik  dipelajari karena  pemtama,  mosvarakal
memprotes kebijakan pemerintah tidak hanya dengan melakukan demonstrasi tetapi
Juga berani menempati lahan garapan. dan melakukan pengrusakan di arcal BPTU-SP
Padang Manpateh, Kedua, pengparapan lahan BPTU-SI vang dilakukan masyarakat
Mungo. berawal dari adanya dukungan vang diberikan oleh wali nagari dan Ketun
EAN Muonge, namun kemudian wali nagan dan ketua KAN malah berhalik
mendukung pemerintah dan menganjurkan masyarakal vntuk mengosongkan lahan
vang telah digarap. Penulisan ind membahas persoalan tentang protes yang dilakukan
masyarakat Muongo terhadap kebijakan pemerintah dalam hal aturan mengena
kepemilikan tanah, Untuk itu skeipst ini diberi judul Protes Masyarakat Mungo
Terhadap Kepemilikan Tanah Balai Pembibitan Ternak Ungeul Sapi Potong
Fadang Mangateh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota 1997-2{H6.

Tulizan mengenai permasalahan tanah (elah banyak ditulis antara lain Afrizal
dalam  bukunva  Sosiologi  Konflik  Agraria - Protes-Prows  Agravic Dalam
Masyarakat Induonesia Komtemporer (20061, membahas tentang protes-protes vang
dilancarkan oleh masvarakat yang berkonflik dengan aparstur nepara atau denpan

munajemen perusahaan yang berkaitan dengan tanah vang dikontrol oleh apen-apen

* Bural Bupatl 30 Kot porihad Kromoiogis Penvelesaion Mavalaf Tangh BETUSEP Padang
Wengaras, Kepada Kakamd! BN Propind Snmarera Sarval,

* Afrizal, Sestalop! Nonflid Agraria - Profes-protes Agraria dafam Mavvarakar indonesiz
Eontemporer, (Padang - Andalas University Press, 2008].



BAR IV

KESIMPULAN

Gierakan protes merupakan bagian dari gerakan sosial. Tindakan ini dilakukan
masvarpkat sebapai bentuk ekspresi protes terhadap keadsan vang tdak  adil.
termasuk i dalamnya pemerssan dan penindasan yang dilakukan aparat vang
beckuasa. Secara umum gerakan protes masvarakat Mungo disebabkan proses
sertifikasi tanah secara sepihak vang dilakukan pemeriniah (Departermen Pertanian
Rl tanpa mendapatkan izin dari pihak yang memiliki tanah ulayva, Masyarakat
beranggapan bahwa tanah vang dipakai BPTU-S5P merupakan tansh ulayat nagari
Munge yang dulunya pernab disews oleh pemerintah Hindia Belands. Apabila masa
sewa telah berakhic maka tanah tersebit harus dikembalikan kepada masyvarakat.
namun setelah Indonesia merdeka dinvatakan bahwa tanah bekas erfpache dijadikan
sehagai tanah negara. Ketidakberpihakon pemerintah terhadap masvarakat penggarap
Mugari Munge menimbulkan gerakan protes vang tidak kunjung padam  dari
masyarakat.

Hal ini menjadi pemicu protes yangdilakukan masvarakar Mungo. Hentuk
protes yang dilancarkan masyarakat vaiw dengan menjarah lahan peternakan yang
belum digunakan pihak BETU-SP untwk digarap, Masuknya masvarakat Mungo ke
lahan peternakan mendapat respon dar pihak BPTU-SP. Pihak BPTU-5P
menyarankan kepada masyarakat untuk menempuh jalur hukum mengenai status

tengh  peternakan dan menyegerakan masyarakat keluar dari lahan  tersebut.
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Masvarakal tidak mengingimksn penvelesaian masalah int lewat jalur hukem dan
tidak akan kecluar dari lahan petermakan,

Pemecahan persoslan tanah bagi pemernntah dilakukan dengan dua cara vaitu
denpan musyawarah dan represif. Cara musvawarah dilakukan dengan berbagai
pertemuan antara  keduabelah  pihek, namon  tidak mendatangkan hasil vang
memuaskan, Akhimya pemenintzh cenderung mengpunakan aksi-aksi kekerasan
(represih) dalam pemecabsan persoalan fersebut seperti pemukulan dan perangkapan.
Penangkapan terhadap masyarakat Mungo yang diduga terlibat dalam pengrusakan
kantor BPTU-5P Padang Mangateh telah menimbulkan kecemasan vane mendalam
bagi masvarakat, Terbukti, ads beberspa masyarakat yvang ditangkap oleh aparat
kepolisian dalam nsiden tersebut, Masyarakat tidak hanya ditangkap tetapi juga
dipukul dan dianiaya oleh aparat pohisi.  Akibatnys masyarakal ketakutan dan
meninggalkon kampung halaman mercka terutama bagi kaum laki-laki. Setelah
Rejadian  penangkapan masyvarakal, LSM yaitu LBH Padang dan P2ZTANREA
berpartisipasi  dalam  permasatahan  tersebul  dan membuat  kepercayaan  dir
masyvarakat lumbuh kKembali. Mereka (L.BH Padang dan P2ZTANRA) sebagai penvalur
aspirast masvarakal Muongo, Terlthat dari kembalinya masyarakat ke kampung
halaman mercka dsn menempati lahan  yang telah digarap sebelum insiden
pengrissakan ersebut.

Pertemuan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi tidak
mengontungkan  keduabkelah  pibak. Berlarut-laminys  permasalahan  ini  telah

menimbulkan kerugian diantara kedua befah pihak, baik materi maupun non materi.
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